BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang :

Mengingat

a.

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2021-2026.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) sebagaimna telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan :

10.

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor );

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);

Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun
2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021-2026.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah
oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Bupati adalah Bupati Cianjur.

Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
Cianjur sebagai badan legislatif daerah.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas pada
institusi lain, selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Cianjur.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapelitbangda atau sebutan lain adalah unsur perencana
penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan, mensinergikan, dan
mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan penelitian
pengembangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya
disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi
dan arah pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RJMD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2021-2016.
Terukur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu)
tahun.
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Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra_PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk 5 (lima) tahun.

Kinerja Utama adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama pemerintah kabupaten adalah
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2021-2016.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapain hasil
(outcome) Program Perangkat Daerah.

Strategis adalah langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk
mencapai sasararn.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis
daerah yang dilaksanakan oleh perngkat daerah sebagai
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (outpout), hasil
(outcome), dampak (impact).

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 Digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja
tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian Kkinerja,
laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.




BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama meliputi:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan di
perlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara
baik; dan

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten dan
Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4
(1) Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama terdiri dari:
a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
b. IKU Perangkat Daerah

(2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5 '
Indikator Kinerja Utama digunakan untuk:
a. Perencanaan jangka menengah;
Perencanaan tahunan;
Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
Pelaporan akuntabilitas kinerja;
Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
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Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan-kegiatan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama
dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah
yang membidangi Perencanaan dan akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah.



(2) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 Desember T-hun 2021




